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Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum dalam 
Tindak Pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara 
putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS dan pertimbangan Hakim dalam perkara 
Tindak Pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara 
Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai 
berikut: jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, pendekatan studi kasus, 
metode penelitian kualitatif, teknik analis data dengan metode deduksi, pengumpulan 
bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang 
ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah), bahan hukum tersier 
(kamus dan internet), dan sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer terdiri 
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim serta bahan hukum sekunder yang 
berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada 
pelaku dalam kasus ini udah sesuai dengan konsep dan teori hukum pidana dan sesuai 
dengan concursus. Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Putusan Nomor 
: 78/PID.B/2014/PN.MKS diputuskannya oleh Majelis Hakim dengan Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum kesatu Pasal 340 KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP, lebih Subsidair 
Pasal 351 Ayat 3 KUHP dan Dakwaan kedua Pasal 285 KUHP. Dan Pasal yang 
terbukti secara sah dan meyakinkan Hakim adalah Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 
KUHP yaitu penjara seumur hidup. 
Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada segenap aparat hukum agar 
lebih jeli melihat duduk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan 
berencana disertai pemerkosaan, sebab unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan 
berencana disertai pemerkosaan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang 
lebih berat kepada pelaku dan untuk menghindari terjadinya pembunuhan berencana 
disertai pemerkosaan diperlukan sosialisasi kepada masyarakat seperti penyuluhan 
Agama dan penyuluhan Hukum, sehingga setiap lapisan masyarakat bisa sadar akan 
keberadaan hukum dan menjadikan norma Agama dan Hukum sebagai landasan 
dalam bersikap sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat. 





A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 
(3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1 Sebagai negara 
hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam 
aktivitas hidupnya harus berdasarkan atas hukum.  
Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan 
batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan 
bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga 
negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala bentuk 
ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur 
dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya”2 
                                                          
1  Republik Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945. 
2  Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII, 





Maka berdasarkan hal tersebut keberadaan hukum sangat penting dalam 
melindungi masyarakat. 
Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan 
hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan 
ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun 
merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran Hukum. 
 Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta 
tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan 
pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu Penegakan Hukum tidak akan 
mencapai sasarannya. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga 
menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari 
sudut mana mereka memandangnya3. Sebagaimana defenisi hukum menurut Achmad 
Ali, hukum adalah: 
“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang 
menentukan apa yang boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam 
kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari sumber lain yang 
diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta 
benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan 
dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 
kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya 
eksternal”4 
 
Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum 
yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat 
                                                          
3 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm : 11. 
4 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm : 30. 
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sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara Yuridis sebagai pelanggar dan 
dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.5 
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat 
kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat 
dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan 
bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan 
langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat 
merasa aman. kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup 
meningkat, salah satu contohnya adalah kejahatan pembunuhan berencana disertai 
dengan pemerkosaan. 
Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 
membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan 
tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan. Pembunuhan terencana 
dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan 
pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.6 Pembunuhan 
berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yang berbunyi: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu 
menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan 
                                                          
5 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm : 20 
6  https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana diakses pada hari rabu tanggal 9-11-
2016 pada pukul 09.15 wita 
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(moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lama dua puluh tahun.”7  
Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang 
sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat 
berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan 
dipidana dengan pembunuhan dengan rencana.” Berdasarkan apa yang diterangkan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara 
demikian, pembentuk Undang-Undang sengaja melakukannya dengan maksud 
sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam 
pembahasan. Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. 
Pembunuhan berencana unsur-unsurnya adalah : 
1. Unsur Subjektif terdiri dari: 
a. Dengan sengaja 
b. Dengan terlebih dahulu 
2. Unsur Objektif terdiri dari: 
a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa 
b. Objeknya : Nyawa orang lain 
Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan 
sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan 
saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan. 
                                                          
7 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta : Bumi Akasara, 2005), 
Bab.XIX.Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. 
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Dalam realitas kehidupan banyak kejadian dan kasus yang menimpa sebagian 
manusia yang menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali keberadaaanya 
didunia untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Contoh paling dekat dan sangat 
relevan adalah perkosaan. Oleh karena itulah Perkosaan diklasifikasikan sebagai 
salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan bagi yang 
melakukannya diancam sanksi tidak ringan.8 Perkosaan dilarang sebab pelaksanaan 
perbuatan tersebut melanggar hak-hak pribadi wanita yang bersangkutan. Jika wanita 
yang bersangkutan memang menghendaki bersetubuh tentu persetubuhan itu tidak 
perlu dilakukan dengan memaksa karena tidak seorangpun diantara kita mau 
bermimpi manjadi korban perkosaan. Tidak terkecuali para korban yang telah ditimpa 
musibah perkosaan.9 
Perlakuan pelecehan seksual dan perkosaan setiap hari semakin bertambah 
dan bervariasi. Pelaku tidak hanya mereka yang tidak dikenal, tetapi anak, kakak, 
tetangga, pacar, atau bahkan ayah kandung sendiripun sangat mungkin menjadi 
pelaku perkosaan tersebut. Perkosaan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Dalam 
KUHP telah merumuskan dengan menjerat pelaku Perkosaan dengan hukuman 
Sebesar-besarnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP 
yang berbunyi: 
                                                          
8 Suryono Ekotama, Dkk, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif 
Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001 hlm.96. 
9 Irwan Abdullah, Dkk, Islam dan Konstruksi Seksualitas, (Yogyakarta: Psw IAIN dan 
Pustaka Pelajar, 2002), hlm 107 
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“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan 
yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia diancam karena melakukan perkosaan 
dengan pidana penjara paling lama adalah dua belas tahun, dan pasal 291 KUHP 
yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun 
penjara”.10 
 
Dari penjelasan tersebut maka sangat dibutuhkan ketelitian Penegak Hukum 
di dalam proses peradilan. Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari 
para penegak hukum kita adalah tindak pidana kejahatan. Hakikinya kejahatan 
merupakan hal abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan 
dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. 
Dalam sitematika KUHP sendiri, hal ini  diatur dalam buku ke II. Salah satu 
kejahatan yang dimaksud adalah tindakan pidana pembunuh berencana dan 
pemerkosaan. Salah satu tindakan Pembunuhan Berencana disertai dengan 
Pemerkosaan yang menjadi bahan kritisi bagi kita terhadap kinerja Lembaga 
Peradilan, tentang sejauh mana Efektifitas penjatuhan putusan bagi si pelaku terhadap 
kasus pembunuhan berencana disertai dengan pemerkosaan serta menjadi pelajaran 
bagi masyarakat untuk tidak bertindak dan melakukan suatu perbuatan bejak atau 
bengis karena menyangkut hak asasi manusia dan sangat menjadi perhatian bagi 
penegakan hukum dan dapat kita lihat dari kasus berikut.  
Bahwa awalnya terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu 
tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain 
dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III 
                                                          




Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain yakni Nur Halimah yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
Bahwa terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan saksi korban Nur 
Halimah di Istana Laundry Jalan Emi Saelan III No.2 kota Makassar timbul rasa cinta 
dan simpati terhadap korban, atas perasaan tersebut terdakwa kemudian 
mengutarakan perasaannya tetapi tidak mendapatkan jawaban dari korban. Malam 
sebelum kejadian pacar korban datang di Istana Laundry dan tepat didepan mata 
terdakwa, terdakwa melihat korban melihat korban berpelukan dan berciuman dengan 
pacar korban. Setelah pacar korban pulang untuk mendapatkan belas kasih dari 
korban, terdakwa lalu curhat dengan mengatakan rumah tangga orang tuanya tidak 
harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan berpendidikan SMP, atas curhatannya itu, 
korban kemudian mengatakan “Kasihan betul kamu jadi laki-laki, tidak ada gunamu 
hidup di dunia hancur sekali hidupmu”. Perkataan saksi korban tersebut membuat 
terdakwa merasa jengkel, pikirannya semakin kalut yang mengakibatkan timbul niat 
terdakwa untuk menghabisi saksi korban.  
Sebelum menghabisi korban, malam sebelum kejadian terdakwa berusaha 
masuk ke kamar korban untuk tidur bersama dengan alasan terdakwa ketakutan, 
karena melihat perbuatan terdakwa yang sudah tidak benar, korban lalu berpura-pura 
dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabun di Indo Mart. Setelah korban 
berada di Indo Mart korban kemudian menceritakan kepada saksi Hamka dan saksi 
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Zulfikar bahwa ia ketakutan karena ada teman kerjanya yaitu terdakwa Asrul yang 
mau masuk tidur bersama di dalam kamarnya sehingga korban berpura-pura izin 
membeli sabun. Sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa mengirimkan sms kepada korban 
tapi tidak dijawab oleh korban sehingga pada saat itu terdakwa mendatangi korban ke 
Indo Mart, pada saat bertemu terdakwa menanyakan kenapa lama sekali “namun 
dijawab oleh korban“ Sebentarpi saya pulang karena masih ceritaka”, atas 
penyampaian tersebut terdakwa kembali kelaundry setelah berapa lama menunggu, 
terdakwa kembali mengirim sms kepada korban dan meminta untuk dibelikan air 
mineral namun kembali tidak dibalas sehingga terdakwa kembali ke Indo Mart 
membeli air mineral sambil mengajak korban kembali ke rumah tapi korban kembali 
beralasan dengan mengatakan “sebentarpi masih cerita-ceritaka”, sekitar pukul 04.00 
Wita terdakwa kembali mendatangi Indo Mart untuk memanggil korban pulang ke 
rumah Laundry dengan mengatakan sudah subuh lalu kembali korban mengatakan 
alasan yang sama sehingga pada saat itu terdakwa meninggalkan korban dan kembali 
ke ruko. Sekitar pukul 06.30 Korban kembali keruko dan mencuci pakaian di kamar 
mandi dilantai 2 ruko itu, sekitar 10 menit kemudian saksi Yudit datang dan 
menyerahklan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) 
yang menurut terdakwa akan digunakan kepare-pare. Setelah menerima uang itu 
terdakwa kembali naik kelantai 2 ruko tersebut dan melihat korban sedang mencuci di 
dalam kamar mandi, terdakwa kemudian mengambil pisau dapur dilantai 2 itu lalu 
masuk ke kamar mandi dan dari arah belakang, terdakwa menghujamkan pisau itu 
kearah perut korban secara berulang kali, pada bagian paha dan leher yang 
9 
 
mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meminta tolong, dalam keadaan 
terlentang terdakwa kemudian menyetubuhi dan selesai melakukan itu terdakwa 
kembali menusuk korban beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu dengan cara 
mengunci kamar mandi dan kuncinya disimpan dilaci meja Laundry, terdakwa 
kemudian melarikan diri ke Pare-pare dan pisau yang digunakan oleh terdakwa 
menusuk korban dibuang kelaut.   
Kesimpulan secara umum dari kasus tersebut dengan ditemukan tanda-tanda 
Persetubuhan pada waktu saat korban masih hidup yaitu adanya luka lecet pada 
permukaan selaput darah dan luka lecet pada liang senggama. Dan pada foto Rontgen 
adanya gambaran udara pada rongga dada kanan akibat luka tusuk pada daerah 
punggung kanan dan gambaran pendarahan pada rongga perut akibat luka tusuk pada 
daerah perut, dan ditemukan tanda-tanda anemis berat (kekurangan darah akibat 
pendarahan pada korban) yaitu mukosa bibir dalam pucat, kuku-kuku jari tangan dan 
kaki pucat, serta kelopak mata dalam tampak sangat pucat. Secara umum dapat 
disimpulkan bahwa telah ditemukan fakta-fakta pada korban yaitu tampak telah 
terjadi kekerasan fisik dengan benda tajam yang menyebabkan korban mati, dan 
tampak telah terjadi persetubuhan saat korban masih hidup. Penyebab kematian 
utama korban adalah luka tusuk pada daerah leher kiri korban yang mengakibatkan 
putusnya pembuluh darah (Arteri dan vena di daerah leher kiri) sehingga terjadi 
pendarahan hebat dan fatal dan beresiko kematian secara cepat (paling lama korban 
akan meninggal akibat luka tusuk tersebut kurang dari 2 jam apalagi korban tidak 
mendapatkan pertolongan medis segera cepat). 
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Dari kasus tersebut lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus 
tersebut adalah Pengadilan Negeri Makassar yang secara teritorial berada di Kota 
Makassar. Pengadilan Negeri Makassar yang  merupakan representasi utama wajah 
penegakan hukum di Kota Makassar, dituntut untuk mampu melahirkan Putusan yang 
adil serta tidak mengenyampingkan pembuktian di persidangan berkaitan 
Pembunuhan berencana desertai pemerkosaan. 
Di sisi lain, Hakim seharusnya membuka mata lebar-lebar bahwa umumnya 
masyarakat di kota Makassar, mayoritas pemeluk Agama Islam, sehingga hal itu 
harus menjadi pertimbangan tersendiri baginya dalam menetapkan suatu putusan. 
Dalam agama Islam, seseorang dilarang melakukan hal yang dapat menyakiti apalagi 
menghilangkan nyawa. Pembunuhan merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan 
paling dibenci Oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam QS al-Isra /33: 
                        
                     
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan 
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi 
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui 
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batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan.(QS.Al-Isra/17:33)11 
 
Akibat dari perbuatan ini yakni seseorang akan mendapat dosa dari Allah Swt. 
Selain itu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kebanyakan orang  dengan 
melakukan pembunuhan berencana yang desertai dengan pemerkosaan dalam Islam 
biasanya disebut juga dengan kedzaliman. 
Kata zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, 
tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, 
melakukan kemungkaran, penganiayaan, pembunuhan, ketidakadilan dan banyak lagi 
pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya 
sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak 
dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan. 
Di samping itu dalam pasal 50 ayat (1) UUNo. 48 TAHUN 2009 Tentang 
kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat 
alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 
untuk mengadili.”12 Hal ini menandakan bahwa Hakim harus betul-betul berpatokan 
pada peraturan hukum yang ada. 
                                                          
11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Kramat Raya 85-
Jakarta), h.286. 
 
12Pasal 50 ayat (1)UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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 Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan berencana disertai 
pemerkosaan dan juga membahas dakwaan serta Tuntutan dari Jaksa melalui 
Tinjauan Yuridis dengan Dasar Hukum yang digunakan, sehingga dapat diketahui 
apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin memberikan suatu 
sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI 
PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 78/PID.B/2014/PN.MKS) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka 
dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara pidana  
Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS? 
2. Bagaiamanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara pidana Nomor: 
78/PID.B/2014/PN.MKS? 
C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana Yang Disertai Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 
78/PID.B/2014/PN.MKS)” Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah 
13 
 
yang dibahas, maka akan diuraikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul 
skripsi ini sebagai berikut: 
1. TinjauanYuridis 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah 
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat 
(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata 
yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. 
Sehingga Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan 
cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi 
hukum13 
2. Pembunuhan  
a. Pengertian Pembunuhan 
Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap 
nyawa. Tindak Pidana Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 
sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain, tindak 
pidana ini melihat terpenuhinya akibat yang dilarang atau yang tidak dikhendaki 
undang-undang untuk dapat dikatakan selesainya delik ini14. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai 
pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri 16 dari 13 pasal, yakni 
                                                          
13 Wa Ode Rini Anggraini 2016 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor:123/Pid.B/2013/Pn.Bb) hal. 6 
14 Andi Asriadi Hafid 2013, “tinjauan yuridis terhadap delik pembunuhan”. Hal. 17 
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dari Pasal 338 hingga Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap 
nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 
KUHP 
b. Pembunuhan Berencana 
Pembunuhan berencana merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain 
yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut sebagai tindak pidana 
pembunuhan berencana atau dalam bahasa Belanda disebut moord. Pembunuhan 
berencana sejatinya merupakan pemberatan dari unsur-unsur pada Pasal 338 dan 
339 KUHP dengan tambahan unsur dengan rencana terlebih dahulu15. 
Pembunuhan berencana sejatinya diatur dalam Pasal 340 KUHP yang 
rumusannya adalah “Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan 
rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
3. Pemerkosaan 
a. Pengertian Pemerkosaan 
Pemerkosaan atau dalam bahasa belanda disebut verkrachting merupakan 
kejahatan terhadap kesusilaan (schennis der eerbaarheid) sebagaimana perbuatan-
perbuatan yang terdapat pada Pasal 281-299 KUHP. Kejahatan terhadap 
                                                          
15 R. soesilo “Kitab undang-undang hukum pidana” (KUHP)”, (Bogor:1995):  h. 241 
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kesusilaan ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan itu dan 
tanpa kemauan yang dikhendaki seseorang16. 
Secara yurudis, Pasal ini diatur kedalam Pasal 285 KUHP dengan rumusan 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk bersetubuh 
dengan ancaman pidana 12 (dua belas) tahun. Mirip dengan tindak pidana ini 
adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan rumusan dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sesorang melakukan perbuatan cabul 
dengan hukuman pidana 9 (sembilan) tahun penjara. 
b. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan 
Penggunaan unsur kesengajaan Pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dalam Pasal 285. Isi dari Pasal tersebut berbunyi:  
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
 
Dari isi Pasal tersebut, Andi Hamzah merumuskan unsur-unsur dari tindak 
pidana pemerkosaan sebagai berikut: 
a) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 
b) Memaksa; 
c) Dengan perempuan yang bukan istrinya 
d) Terjadi persetubuhan. 
                                                          
16 Muh. Irwanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan  (Tanggapan 
Terhadap Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/Pnm) UNHAS Makassar (2012): h. 25 
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D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-
penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau 
kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-
buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 
sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 
memperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan 
sebagai berikut: 
1. Penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim 
Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan 
di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian yang dilakukan oleh Dudi Wijaya 
merupakan referensi utama dalam skripsi ini karena kasus yang diangkat 
dalam skripsi tersebut sama dengan penelitian ini. 
2. Penelitian skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 
123/PID.B/2013/PN.BB) yang dilakukan oleh Wa Ode Rini Anggraini. Pada 
penelitian ini hanya fokus membahas bagaimana tinjauan yuridis terhadap 
kejahatan pembunuhan berencana.  
3. Penelitian skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana 
pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 474/PID. B/2013/PN.MKS). pada 
penelitian yang dilakukan oleh Ade Chandra Napitupulu ini hanya membahas 
tentang tindak pidana pemerkosaan dan bagaiamana perlakuan hukum serta 
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pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 
pemerkosaan 
4. Buku yang berjudul Asas Teori Praktik Hukum Pidana yang ditulis oleh 
Leden Marpaung. Dalam buku ini semuanya menyangkut materi ketentuan 
hukum pidana dan menjadi salah satu referensi utama dalam penelitian ini. 
kelemahan dalam buku ini hanya membahas secara umum terkait bagaimana 
asas dan teori serta praktik dalam penerapan hukum pidana. 
5. Buku yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia yang ditulis oleh Prof. 
Dr. Jur. Andi Hamza.  Buku ini memberi pengetahuan dasar dan pengertian 
dalam mempelajari hukum  dan pengantar dalam mempelajari hukum acara 
pidana yang berlaku di Indonesia, Kelemahan dalam buku ini hanya 
membahas secara umum dan tidak akan dijumpai uraian terperinci misalnya 
tentang caranya mengajukan gugatan di pengadilan 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dari Permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian 
yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaiamana penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai tindak pidana 
pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS? 
2. Untuk mengetahui bagaiamana pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana 
pembunuhan berencana yang disertai tindak pidana Pemerkosaan dalam 
Putusan Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS? 
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Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 
penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang 
disertai pemerkosaan. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi 
bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian 
lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana yang disertai pemerkosaan secara bersama-sama. 
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya 






A. Landasan Teori 
Pemidanaan dapat sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian 
sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukuman, 
sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Salah satu cara untuk 
mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana. Dahulu kala salah satu bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh suatu 
masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat ialah menyingkirkan atau 
melumpuhkannya sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat yang 
bersangkutan pada masa depan. 
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief teori-teori pemidanaan pada 
umumnya dibagi dalam dua kelompok yaitu1 : 
1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien). 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang 
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Oleh 
karena itu dasar pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan 
itu sendiri. 
2. Teori relatif atau teori perbaikan (doel theorien). 
                                                          
1Muladi. “Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni” dalam Muh. Irwanto, “Tinjauan Yuridis 





Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari 
keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana 
untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk 
melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu 
tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena 
itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana istilah tindak pidana lebih sering 
dikenal dengan istilah strafbaarfeit. Istilah strafbaarfeit merupakan istilah dari bahasa 
Belanda yang terdiri dari 3 suku kata, yakni straf, baar dan feit2. Berbagai istilah yang 
digunakan sebagai terjemahan dari strafbaarfeit itu, ternyata straf diterjemahkan 
sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, 
sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. Maka dari penerjamahan tersebut dapat disimpulkan bahwa strafbaarfeit 
adalah suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana3. 
Pidana berasal dari kata straf (belanda) atau yang disebut dengan istilah 
hukuman. Namun istilah pidana lebih tepat dibandingkan istilah hukuman karena 
                                                          
2 Drs. Adami chazaqi, S.H, “Pelajaran hukum pidana” (Malang: PT Rajagrafindo Persada: 
2001), hal 67. 
3Ahmad fadhullah Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana Disertai Dengan Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/Pn.Mks) 





hukuman merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefinisan sebagai 
suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara kepada seseorang atau 
beberapa orang sabagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pembunuhan yang telah 
melanggar larangan hukum pidana. Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah 
penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan 
yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe dalam buku karya E.Y. Kanter dan 
S.R. Sianturi, sebagai: 
“Suatu pelanggaran kaidah (pengggangguan ketertiban hukum), terhadap 
mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pelaku mempunyai kesalahan 
untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban 
hukum dan menjamin kesejahteraan umum”4 
Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan strafbaarfeit 
adalah: 
“Suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtimag) dilakukan dengan 
kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”5 
                                                          
4 E.Y. Kanter dan S.R, Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, 
Alumni AHM-PTHM, (Jakarta: 1982), h. 205.  





Berbagai pendapat ahli mendefinisikan mengenai strafbaarfeit dengan istilah 
delik, antara lain Zainal Abidin Farid yang mengartikan strafbaarfeit dengan kata 
delik dengan alasan bahwa istilah yang paling tepat karena dianggap lebih singkat 
efisien dan bersifat universal. Sedangkan Moelijanto beralasan menggunakan istilah 
”perbuatan pidana” karena kata ”perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan 
sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat,dan kata perbuatan 
melawan hokum6. 
Untuk itu Amir Ilyas dalam bukunya mengelompokkan kedalam 5 kelompok 
istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum, sebagai berikut: 
Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 
32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainya; 
Ke-2 : “Perbuatan pidana “ digunakan oleh Moejanto(1983 : 54) dan lain-lain; 
Ke-3 : “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van 
Schravendijk (Sianturi 1986 :206) dan lain-lain; 
Ke-4 : “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986 : 55), 
Soesilo (1979 :26) dan S.R Sianturi (1986 : 204) dan lain-lain; 
Ke-5 : “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 146 dan 
Satochid Karta Negara (tanpa tahun : 74) dan lain-lain. 
Berbagai pendapat-pendapat ahli mengenai tindak pidana dapat disimpulkan 
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur didalam undang-undang dan 
                                                          
6 Amir  ilyas, SH., MH, “Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan 





dapat dikenakan sanksi pidana. Dari definisi tersebut perbuatan yang dapat dikenakan 
sanksi pidana adalah perbuatan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. 
Mengenai dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi pidana dalam ilmu 
hukum pidana dikenal dengan“Asas Legalitas”. Dalam prinsip asas legalitas tidak ada 
suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana apabila belum 
diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Dalam hukum belanda asas legalitas 
dikenal dengan istilah nullum delictum, nulla poena sine praevia lege seperti yang 
diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai 
hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang 
mendahuluinya”7. 
Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas 
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni8: 
a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan 
tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan 
sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum 
orang tersebut melakukan perbuatan; 
b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh 
menggunakan analogi; dan 
c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut; 
                                                          
7 R. soesilo “Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)”, (Bogor:1995): h. 27 
8Amir  ilyas, SH., MH, “Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan 





2. Unsur-unsur tindak pidana 
Dari istilah strafbaarfeit yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa untuk 
mengetahui suatu tindak pidana, pada umumnya perbuatan tersebut telah dirumuskan 
dalam perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan 
sanksi. Dalam perundang-undangan tersebut, terdapat syarat-syarat tertentu yang 
mengatur tentang perbuatan itu sehingga dengan jelas membedakannya dengan 
perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan mengenai subjek 
yang menjadikan manusia sebagai oknum dari suatu tindak pidana dengan 
kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi status dari kualifikasi seorang petindak harus 
ditentukan apakah ia salah seorang dari “barangsiapa”, atau seseorang dari golongan 
tertentu. Penentuan kualifikasi subjek dalam unsur tindak pidana ini sangat penting 
mengingat penetapan jenis pidana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki si pelaku 
Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan 
unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau berhubungan dengan  diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu 
yang terkandung didalam hatinya 
Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah9: 
                                                          
9 Yosiripayani, “Tinjauan yuridis terhadap kasus pembunuhan berencana yang didahului 






a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) 
b. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud 
dalam pasal 53 ayat 1 KUHP 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnnya didalam 
kejahatan pencurian, pemerasan dan lain-lain 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedchteraad seperti misalnya dalam 
kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 
pidana menurut pasal 308 KUHP. 
Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan 
Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
a. Sifat melawan hukum atau weddrechtelijkheid 
b. Kualitas dan pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan 
jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris 
dari suatu peseroan KUHP 
c. Kualitas, yakni terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP yang 





Selain dari sudut pandang subjektif dan objektif tersebut, beberapa sarjana 
hukum mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain 
Loebby Luqman yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana meliputi10: 
a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif. 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum. 
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan. 
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
3. Jenis Tindak Pidana 
Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. 
Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain pembedaan 
kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah 
perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak dan perbuatan yang 
dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan dimana orang baru 
menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum 
dalam undang-undang. Istilahnya disebut wetsdelict (delik undang-undang_ dianut 
dalam buku III KUP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh pencurian (pasal 
362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP). 
                                                          
10Amir  ilyas, SH., MH, “Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan 





Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-
undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah 
kejahatan dan patut dipidana. Istilah disebut rechtdelict (delik hukum) dimuat 
didalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 447.  Contohhnya mabuk 
ditempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP) dan lain-lain. 
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana 
Manusia merupakan mahluk yang tidak lepas dari perbuatan penyimpangan 
terhadap norma-norma terutama norma hukum. Banyaknya kejahatan yang terjadi 
merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah sehingga 
asas kedamaian dalam suatu Negara dapat terwujud. Beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah adanya faktor internal dan faktor 
eksternal. 
a. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, maksudnya 
bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan 
timbul dari dalam diri si pelaku yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan 
(penyakit jiwa) 
b. Faktor yang berasal dari luar pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang 
mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar 







C. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Pembunuhan 
Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap 
nyawa. Tindak Pidana Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 
sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain, tindak pidana 
ini melihat terpenuhinya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-
undang untuk dapat dikatakan selesainya delik ini. Delik pembunuhan adalah suatu 
tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, 
pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh macam-macam motif misalnya politik, 
kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai 
pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri11 dari 13 pasal, yakni dari 
Pasal 338 hingga Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa 
orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.  
Apabila dipandang dari segi Ilmu Hukum dalam delik pembunuhan (Pasal 338 
KUHP) bahwa yang dilarang adalah menyebabkan matinya orang lain, didalam delik 
pembunuhan, yang dilarang adalah timbulnya suatu akibat, yakni menyebabkan 
matinya orang lain. Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP yaitu  dilakukan segera 
sesudah timbulnya maksud untuk membunuh, tidak ada saat pikir-pikir lebih lama 
baik untuk memikirkan bagaimana cara maupun tempat pembunuhan. Apabila antara 
                                                          





timbulnya maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku masih 
sempat memikirkannya dengan tenang mengenai cara sebaiknya untuk melaksanakan 
kejahatan pembunuhan tersebut, maka kejahatan tersebut digolongkan pada 
pembunuhan dengan direncanakan, delik pembunuhan dirumuskan secara materil, 
lebih jauh harus ditinjau dari kedudukan dan penempatan “opzettelijk” (perbuatan 
dengan sengaja)12.  
Dalam bukunya Adami Chazawi mengelompokkan kejahatan terhadap nyawa 
atas dasar kesalahannya dalam 2 kelompok, antara lain13: 
a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), 
adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab-XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan 
Pasal 350. 
b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (culpose 
misdtijven), dimuat dalam Bab-XXI (Khusus Pasal 359). 
Hal yang membedakan antara kejahatan yang disengaja dengan tidak 
disengaja terletak pada alat yang digunakan. Dalam hukum positif yang mana 
mengacu pada KUHP tidak dikenal pembagian dalam istilah sengaja dan semi 
sengaja dan kesalahan, tetapi hanya disebutkan dengan kata-kata dengan sengaja 
                                                          
12Andi Asriadi hafid, “tinjauan yuridis terhadap delik pembunuhan(studi kasus 
no.08/pid.b/2012/pn.Sidrap) (UNHAS MAKASSAR:2013) h. 17 
13Chazawi Adami.. “Pelajaran Hukum Pidana” dalam ,Ahmad fadhullah Tinjauan Yuridis 
Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Pemerkosaan (Studi 





karena salahnya dan melawan hak. Sengaja dalam KUHP ini hanya diartikan tahu dan 
dikehendaki14.  
Dalam KUHP tidak tercantum dengan tegas asas tiada pidana tanpa kesalahan, 
namun prinsip tersebut tertera dalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 
2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman: 
“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apalbila pengadilan karena 
alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakian bahwa 
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas 
perbuatan yang didakwakan atas dirinya”Pada pasal 48 KUHP Menyebutkan 
bahwa: 
 Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa maka 
tidak dipidana.15 
Pada pasal 49 KUHP Menyebutkan16  
1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa 
untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atay harta 
benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman 
serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum 
                                                          
14 Pambuka Agung Nugroho, Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukum 
Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/PID.B/2013/PN.WNS) 
15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 48 





2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan 
oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman 
serangan itu, tidak dipidana 
Menyangkut unsur kesalahan ini Allah SWT Berfirman dalam QS, An-Nisa 
ayat 92: 
                         
                       
                    
                  
                           
         
Terjemahnya : 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian 





membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak 
memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS.An-Nisa/4:92)17 
Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama. 
Seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh sesama muslim kecuali  Orang yang 
telah kawin yang melakukan perbuatan zina, orang yang membunuh orang Islam 
dengan sengaja, dan orang yang murtad yaitu keluar dari agama Islam dan kemudian 
memerangi agama Allah dan Rasul-Nya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadist 
Shahih dalam Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i : 
 ﺎﱠﻟ  ﻢ龵ﻠ?ﺴ?ﻣ ﻞ?ﺘﻗ ﱡﻞ龵ﺤ?ﻳ ﺎﻟ ) :ﺎﻗ ﻢﻠﺳ  ﻪﻴﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ 龵ﻪﱠﻠﻟ ﻮ?ﺳ? ?ﻦ?ﻋ ,ﺎ?ﻬ?ﻨﻋ ?ﻪﱠﻠﻟ ?ﻲ龵ﺿ? ﺔ?ﺸ龵ﺋﺎ?ﻋ ?ﻦ?ﻋ?
 ??ﺮ?ﺨ?ﻳ ﻞ?ﺟ?? ,ﻞ?ﺘﻘ?ﻴﻓ ?ﺪ龷ﻤ?ﻌﺘ?ﻣ ﺎ?ﻤ龵ﻠ?ﺴ?ﻣ ﻞ?ﺘﻘ?ﻳ ﻞ?ﺟ?? ,?ﻢ?ﺟ?ﺮ?ﻴﻓ ?ﻦ?ﺼ?ﺤ?ﻣ ?? :ﺎ?ﺼ龵ﺧ 龵ﺎﻠﺛ ?ﺪ?ﺣ ﻲ龵ﻓ
 ,??? ﻮ?ﺑ ??? ( . ?ﺄﻟ ?ﻦ龵ﻣ ﻰﻔ?ﻨﻳ ? ,?ﺐﻠ?ﺼ?ﻳ ? ,ﻞ?ﺘﻘ?ﻴﻓ ,?ﻪﻟﻮ?ﺳ?? ?ﻪﱠﻠﻟ ?ﺎ?ﺤ?ﻴﻓ ﺎﻠ?ﺳﺈﻟ ?ﻦ龵ﻣ
?ﻢ龵ﻛﺎ?ﺤﻟ ?ﻪﺤ?ﺤ?ﺻ? ,?ﻲ龵ﺋﺎ?ﺴ?ﻨﻟ? 
Artinya: 
Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda: "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu 
dari tiga hal: Orang yang telah kawin yang berzina, ia dirajam; orang yang 
membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar 
dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, ia dibunuh atau 
disalib atau dibuang jauh dari negerinya." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. 
Hadits shahih menurut Hakim. 
                                                          






2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
Pada unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Loebby Luqman dan 
Moeljatno sebelumnya bahwa garis besar unsur-unsur tindak pidana adalah subjek 
yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut undang-undang yang patut 
dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka unsur-unsur tindak pidana 
pembunuhan seperti yang dirumuskan oleh Adam Chazawi terdiri dari: 
a. Unsur Obyektif 
1) Perbuatan: Menghilangkan nyawa; 
2) Obyeknya: nyawa orang lain 
b. Unsur Subyektif: dengan sengaja. 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang 
harus dipenuhi, yaitu18; 
1) Adanya wujud perbuatan; 
2) Adanya suatu kematian (orang lain); 
3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan 
akibat kematian (orang lain). 
 
 
                                                          
18Ahmad fadhullah Tinjauan Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana Disertai Dengan Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/Pn.Mks) 






D. Pembunuhan Berencana 
Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu 
disebut sebagai tindak pidana pembunuhan berencana atau dalam bahasa Belanda 
disebut moord. Pembunuhan berencana sejatinya merupakan pemberatan dari unsur-
unsur pada Pasal 338 dan 339 KUHP dengan tambahan unsur dengan rencana terlebih 
dahulu.  
Pembunuhan berencana sejatinya diatur dalam Pasal 340 KUHP yang 
rumusannya adalah: 
“Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana 
(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” 
Pembunuhan berencana dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang disengaja. 
Dalam islam pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja balasan yang 
diberikan kepada pelaku tersebut sangatlah berat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. 
An-Nisa ayat 93 : 
                           







Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar 
baginya.(QS.An-Nisa/4:93)19 
Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu 
(moord). Boleh dikatakan bahwa ini merupakan pembunuhan biasa dalam pasal 338 
akan tetapi dilakukan dengan direncakan terlebih dahulu. Pembunuhan yang 
direncakan terlebih dahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan 
pelaksanaanya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang 
memikirkanya misalnya dengan bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan20. 
Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu 
lama,  yang penting adalah apakah di dalam tempo bagi sipembuat dengan tenang 
masih dapat berfikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan 
niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan 
mempergunakan racun hampir semua merupakan ”moord” atau pembunuhan yang 
direncakan21. Namun menurut Wirjono Prodjodikoro, untuk unsur perencanaan ini 
tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu 
                                                          
19 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Kramat Raya 85-
Jakarta), h.94. 
 
20R. soesilo “Kitab undang-undang hukum pidana” (KUHP)”, (Bogor:1995):  h. 241 





melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Ini semua bergantung pada 
keadaan konkret dari setiap peristiwa22. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana pembunuhan 
yang direncanakan adalah pembunuhan yang terlebih dahulu berpotensi terjadi karena 
adanya tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak (niat) dengan 
pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut 
sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai 
kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana. 
E. Tindak Pidana Pemerkosaan 
1. Pengertian tindak pidana pemerkosaan 
Pemerkosaan atau dalam bahasa belanda disebut verkrachting merupakan 
kejahatan terhadap kesusilaan (schennis der eerbaarheid) sebagaimana perbuatan-
perbuatan yang terdapat pada Pasal 281-299 KUHP. Kejahatan terhadap kesusilaan 
ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan itu dan tanpa kemauan 
yang dikehendaki seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan 
berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa 
berarti menundukkan dengan kekerasan. Sementara pemerkosaaan diartikan sebagai 
proses, cara perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan. Jika mencermati 
makna tersebut di atas, diketahui bahwa perkosaan (pemerkosaan) memiliki unsur-
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unsur : memaksa, dengan kekerasan, menggagahi23. Sementara menurut Soetandyo 
Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh 
seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau 
hukum yang berlaku melanggar24 
Menurut R. Sugandhi mengemukakan bahwa: 
“Pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang yang bukan 
istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman 
kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam 
lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan sperma”.25 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah : 
“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya 
untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat 
melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.26 
Secara umum perkosaan dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari 
suatu pihak kepada pihak yang lainnya, tanpa mempedulikan hak, kepentingan secara 
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kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan atau kepentingan pribadi 
bagi pihak pemaksa. 
Secara yurudis, Pasal ini diatur kedalam Pasal 285 KUHP dengan rumusan 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita untuk bersetubuh dengan 
ancaman pidana 12 (dua belas) tahun. Mirip dengan tindak pidana ini adalah tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP dengan rumusan dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa sesorang melakukan perbuatan cabul dengan hukuman 
pidana 9 (sembilan) tahun penjara. Namun Wirjono Prodjodikoro membedakan kedua 
tindak Pasal tersebut, sebagai berikut 27: 
a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap 
seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh 
seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. 
b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan diluar perkawinan sehingga 
seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan 
perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan didalam perkawinan sehingga tidak 
bisa seorang suami mekasa isterinya untuk cabul atau seorang istri memaksa 
suaminya untuk cabul. 
Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi 
manusia. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pemerkosaan karena 
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bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik dari persfektif etika dan agama 
maupun hukum. 
2. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan 
Penggunaan unsur kesengajaan Pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dalam Pasal 285. Isi dari Pasal tersebut berbunyi: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan 
perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 
Dari isi Pasal tersebut, Andi Hamzah merumuskan unsur-unsur dari tindak 
pidana pemerkosaan sebagai berikut28: 
a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 
b. Memaksa; 
c. Dengan perempuan yang bukan istrinya; 
d. Terjadi persetubuhan. 
Salah satu unsur dalam tindak pidana pemerkosaan adalah kekerasan atau 
ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar adalah: 
“Sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari 
orang yang dipaksa menjadi lemah”.29 
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Sedangkan menurut sianturi mengemukakan pengertian kekerasan yang 
dengan pemaksaan, adalah : 
“Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang 
lebih wajar baginya, selain dari mengikuti kehendak si pemaksa. Dengan 
perkataan lain mengikuti kehendak si pemaksa, si terpaksa tidak akan 
melakukan atau melalaikan sesuatu sebagai dengan kehendak pemaksa dan 
pemaksaan itu pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan.” 
Dengan demikian, kekerasan yang pada dasarnya diawali oleh paksaan secara 
fisik, menunjukkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak pidana 
pemerkosaan tertuju pada diri korban yang membahayakan keselamatan badan dan 
jiwanya. Dalam pasal 89 KUHP menentukan bahwa: 
“Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan 
atau tidak berdaya”.30 
Ketentuan Pasal 89 KUHP ini diperjelas lagi oleh R. Soesilo, sebagai bentuk 
kekerasan, adalah : mempergunakan kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan 
tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Pingsan 
artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umumnya memberi minum racun 
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atau obat, sehingga orang tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya, tidak mempunyai 
kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, 
misalnya mengikat dengan tali pada kaki dan tangan, mengur Kekerasan atau 
ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan, dilakukan oleh pembuat niatnya 
dapat terlaksana. Misalnya, mengikat tangan dan kaki, merobek pakaian korban, atau 
mengancam korban untuk menganiaya atau membunuhnya jika tidak mengikuti 
kehendak pembuat. Akibat yang dilarang dalam tindakan pidana ini adalah 
kesengajaan pembuat yang menyebabkan korban menyerahkan kehormatannya 
kepada pembuat hal tersebut akan menjatuhkan harkat dan martabat korban  dan 
sebagainya31 
Walaupun di dalam rumusannya, Undang-Undang tidak mensyaratkan 
keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan 
yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana 
perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan 
dengan sengaja. 
F. Tinjauan Umum Perbarengan (Concursus) 
1. Pengertian Concursus 
Perbarengan merupakan terjemahan dari istilah Concursus atau samenloop. 
Perbarengan terdapat pada BAB-VI Buku I KUHP yang memuat aturan tentang 
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beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau biasa disebut “Gabungan 
Tindak Pidana”. 
Pada dasarnya yang dimaksud dengan Perbarengan Tindak Pidana adalah 
terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang 
dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal 
dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Apabila 
diantara kedua tindak pidana yang dilakukan tersebut diselai oleh putusan hakim 
dengan penjatuhan sanksi pidana , maka tindakan tersebut tidak dikatakan sebagai 
perbarengan melainkan disebut sebagai residive32. 
2. Unsur-unsur Perbarengan (Concursus) 
Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya membagi gabungan tindak pidana 
menjadi tiga macam jenis, yaitu33: 
a. Concursus Idealis:  
Seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang 
dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan” 
(eendaadsche samenloop), diatur dalam Pasal 63 KUHP. 
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b. Perbuatan berlanjut:  
Sesorang yang melakukan beberapa perbuatan atau yang masing-masing 
merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, 
dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (voortgesette handeling), diatur 
dalam Pasal 64 KUHP 
Dalam Mvt (Memorie van toelichting), kriteria perbuatan-perbuatan itu ada 
hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut adalah34: 
1) Harus ada satu keputusan kehendak 
2) Masing-masing perbuatan harus sejenis 
3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem 
absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-
beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok terberat. 
c. Concursus Realis:  
Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan 
masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu pengetahuan 
hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (meerdaadsche samenloop), 
diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP. 
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G. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan 
1. Pengertian Hakim 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya 
orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti 
pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 
1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; 
menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya 
urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang 
budiman, ahli, dan orang yang bijaksana 
Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian 
peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang 
dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 







2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting Dalam 
menyelesaikan suatu perkara pidana. Dalam suatu perkara putusan hakim diatur pihak 
berguna bagi terdakwa dalam hal memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) 
tentang statusnya35. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, 
yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana 
yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Menurut Laden Marpaung, putusan 
adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai 
dengan sebaik-baiknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.36 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, 
tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu 
harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana 
dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang 
menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan 
Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Maksud 
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sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti 
yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebut alat bukti yang sah 
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Praktek sehari-hari, baik oleh penuntut umum maupun Hakim, faktor-faktor 
yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu 
hal-hal yang “meringankan” dan “memberatkan”. Faktor-faktor yang meringankan 
antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. 
Faktor-faktor yang memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, 
tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan 
sebagainya. 
a. Hal-hal yang Memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan sebagai 
berikut : 
1. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP: 
a) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kajahatan, 
yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu 
pidana; 
b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana 
yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari 





Dan Pasal 66 KUHP yang menentukan : 
a) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, 
yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana 
atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum 
pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
b) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana 
kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.” 
c) Dalam hal Recidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. 
b. Hal-hal yang meringankan 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang adalah sebagai 
berikut37 : 
1) Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan Pasal 47 
ayat (1) KUHP yang menentukan sebagai berikut. 
“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman 
pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga”. 
2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan pasal 53 ayat (2) KUHP 
yang menentukan sebagai berikut. 
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“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi 
sepertiganya dalam hal percobaan.”  
3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KUHP 
yang menentukan sebagai berikut. 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi 
sepertiga bagi pembantu.” 
Pada Pasal 45 KUHP juga memberikan dasar peringanan kepada hakim untuk 
memilih tindakan dan pemidanaan terhadap anak yang belum mencapai usia 16 
tahun, yaitu: dengan mengembalikan kepada orang tua atau wali tanpa dijatuhi 
hukuman pidana, atau menyerahkan kepada pemerintah tanpa dipidana dengan 
syarat-syarat tertentu. Sekalipun dijatuhi hukuman, pidana maksimum yang dapat 






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian: 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian pustaka (library research) 
dan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang digunakan untuk 
memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer 
mengenai tinjauan yuridis terhadap kasus pembunuhan berencana yang disertai tindak 
pidana pemerkosaan. Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara 
langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 
2. Lokasi Penelitian: 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan 
penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi 
penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa lembaga peradilan yang berwenang 
menangani kasus Pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan adalah 
Pengadilan Negeri Makassar yang secara teritorial berada di Kota Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, 





Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 
hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, Asas-asas 
hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai 
macam peraturan berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-
undangan serta penelitian langsung di PN Makassar. Peraturan perundang-
undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki 
kaitan dengan penelitian ini. 
2. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori 
yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun 
website yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada dasarnya 
digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan 
adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk 
memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan 
hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber yaitu Hakim atau pihak-
pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum normatif, wawancara 





sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena 
wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas 
bahan hukum primer. 
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan 
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya 
bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus 
bahasa inggris. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara yakni melalui metode 
penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field 
Research).  
1. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu metode yang dilakukan 
dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, 
artikel, direktori putusan, serta  Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan yang ada yang 
hubungannya dengan masalah yang diangkat 
2. Metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu metode yang dilakukan dengan 
proses wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab kepada 
narasumber terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memutus 
perkara nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS untuk melengkapi kebutuhan data primer 







E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian 
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di Pengadilan Negeri Makassar adalah 
mengambil salinan Putusan Nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS dan melakukan 
wawancara dengan Hakim ketua yang memutus perkara yang penulis teliti. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna 
mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan 
penilaian apakah Putusan nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS perkara tindak pidana 
pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan sudah di putus dengan seadil-
adilnya untuk tercapainya suatu supremasi hukum, kemudian dipaparkan secara 
deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Perbarengan Tindak Pidana 
Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Pemerkosaan  
Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara 
pidana Nomor: 78/PID.B/2014/PN.MKS, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi 
kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan 
biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.  
1. Identitas Terdakwa  
Terdakwa bernama Asrul Eka Saputra, lahir di Pare-Pare pada tanggal 11 Mei 
1995 saat berstatus Terdakwa berusia 19 tahun. Berjenis kelamin laki-laki, 
berkebangsaan Indonesia. Bertempat tinggal di Jl. Emy Saelan III No. 2 kota 
Makassar. Beragama Islam. Terdakwa bekerja di Istana Laundry.  
2. Posisi Kasus  
Bahwa terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan saksi korban Nur 
Halimah di Istana Laundry Jl. Emi Saelan III No. 2 Kota Makassar timbul rasa cinta 
dan simpati terhadap saksi korban, atas perasaan tersebut terdakwa kemudian 
mengutarakan perasaannya tetapi tidak mendapatkan jawaban dari korban. Malam 
sebelum kejadian pacar korban datang di Istana Laundry dan tepat didepan mata 





Setelah pacar korban pulang, untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasih dari 
korban, terdakwa lalu curhat dengan mengatakan bahwa rumah tangga orangtuanya 
tidak harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan berpendidikan SMP, atas 
curhatannya itu, korban kemudian mengatakan “kasihan betul kamu jadi laki-laki, 
tidak ada gunamu hidup di dunia hancur sekali hidupmu”. Perkataan saksi korban 
tersebut membuat terdakwa merasa jengkel, pikirannya semakin kalut yang 
mengakibatkan timbulnya niat terdakwa untuk menghabisi saksi korban. Sebelum 
menghabisi saksi korban, malam sebelum kejadian terdakwa berusaha masuk ke 
kamar korban untuk tidur bersama dengan alasan diluar terdakwa ketakutan, karena 
melihat perbuatan terdakwa yang sudah tidak benar, korban lalu berpura-pura dan 
mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabun di Indomart. Setelah korban berada 
di Indomart, korban kemudian menceritakan kepada saksi Hamka dan saksi Zulfikar 
bahwa “Ia ketakutan karena ada teman kerjanya yaitu terdakwa Asrul yang mau 
masuk tidur bersama didalam kamarnya” sehingga korban berpura-pura izin membeli 
sabun. Sekitar Pukul 03.00 Wita, terdakwa mengirimkan smskepada korban tetapi 
tidak dijawab oleh korban sehingga pada saat itu terdakwa mendatangi korban di 
Indomart, pada saat bertemu terdakwamenanyakan, “kenapa lama sekali”, namun 
dijawab oleh korban “Sebentarpi saya pulang karena masih ceritaka”, atas 
penyampaian tersebut terdakwa kembali ke rumah laundry, setelah beberapa lama 
menunggu, terdakwa kembali mengirimkan SMS kepada korban dan memintanya 
untuk dibelikan air mineral namun kembali tidak dibalas sehingga terdakwa kembali 





korban kembali beralasan dengan mengatakan “sebentar bentarpi masih cerita-
ceritaka”, sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa kembali mendatangi Indomart untuk 
memanggil korban pulang ke rumah laundry dengan mengatakan sudah subuh namun 
kembali korban mengatakan alasan yang sama sehingga pada saat itu terdakwa 
meninggalkan korbandan kembali ke ruko. Sekitar pukul 06.30 Wita korban kembali 
ke ruko dan mencuci pakaian dikamar mandi dilantai 2, sekitar 10 menit kemudian 
saksi Yudit datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- 
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan ke Pare-
pare. Setelah menerima uang itu, terdakwa kemudian naik ke lantai II ruko dan 
melihat korban sedang mencuci pakaian dalam kamar mandi, karena telah diselimuti 
dengan perasaan cemburu, emosi, dan jengkel terhadapkorban, terdakwa kemudian 
mengambil pisau dapur dilantai 2 itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari arah 
belakang terdakwa menghujamkan pisau itu ke arah perut secara berulang kali, pada 
bagian paha serta leher yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meminta 
tolong, dalam kedaan terlentang terdakwa kemudian menyetubuhi korban dan setelah 
selesai terdakwa kembali menusuk korban beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu 
dengan cara mengunci kamar mandi dan kuncinya di simpan dilaci meja 
laundry,terdakwa kemudian melarikan diri ke Pare-Pare dan pisau yang digunakan 
oleh terdakwa menusuk korban dibuang dilaut. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Membuat surat dakwaan merupakan tugas Jaksa selaku Penuntut Umum yang 





tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi 
persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) 
huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi:  
a. surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat 
surat dakwaan;  
b. surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi 
nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;  
Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah memuat inti isi dari surat 
dakwaan, ialah yang mengenai perbuatan-perbuatan, tempatdan waktu tindak pidana 
itu dilakukan dan segala keadaan atau masalah yang mendahului, menyertai atau 
mengikuti perbuatan itu yang dapat memberatkan ataupun yang meringankan 
Terdakwa. 
Kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan dengan 
nomor perkara 78/PID.B/2014/PN.MKS yang dengan Terdakwa Asrul Eka Saputra 
oleh Jaksa M. Yusuf S.H., didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif. Dakwaan Jaksa 
Penuntut umum yakni sebagai berikut:  
Kesatu  
Primair 
Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu tanggal 09 
Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalalm bulan 
Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar 





Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Nur Halimah.  
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP.  
Subsidair  
Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu tanggal 09 
Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan 
Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
NegeriMakassar yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja merampas 
nyawa orang lain yakni Nur Halimah.  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.  
Lebih Subsidair  
Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu tanggal 09 
Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan 
Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya termasuk tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, melakukan 
penganiayaan terhadap Nur Halimah yang mengakibatkan mati.  









Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu tanggal 09 
Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan 
Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar yang berwenang untuk mengadili, dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita yakni Korban Nur Halimah bersetubuh 
dengan dia diluar pernikahan.  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHP.  
Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan 
yang disusun dengan bentuk dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, Pasal 340 KUHP, unsur-unsurnya 
sebagai berikut.  
1) Unsur barang siapa 
Bahwa unsur barangsiapa menunjukkan subjek hukum yaitu setiap orang yang 
mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum, 
dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Asrul 
Eka Saputra bin H.Hamzah, Identitasnya telah diakui seperti diuraikan diatas dan 
sepanjang dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang 
diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang sehat akal fikirannya, karena itu 






2) Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.  
Bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelicting (Risalah 
penjelasan Undang-undang), sengaja (dolus) berarti menghendaki mengetahui, 
pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang 
dilakukannya.  
Selanjutnya sengaja ada 3 tingkatan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. 
Rusli Effendy, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, (1989:81) yaitu:  
a) sengaja sebagai niat, akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan 
seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.  
b) Sengaja kesadaran akan kepastian, yaitu ada kesadaran bahwa dengan melakukan 
perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan tersebut.  
c) Sengaja insaf kemungkinan. Yaitu dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi 
kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan tersebut.  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamka, Zulfikar, Wahyuni dan 
keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:  
 Bahwa pada hari Rabu 09 Oktober 2013 sekira jam 07.30 pagi bertempat di Ruko 
Jl. Emy Saelan III No. 2 korban Nur Halimah sedang bekerja laundry di latai II 
dalam kamar mandi, kemudian datang Terdakwa memeluk dari belakang dan 
langsung menusuk korban Nur Halimah menggunakan Pisau secaraberkali-kali 





 Bahwa akibatperbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban Nur Halimah 
mengalami 16 (enam belas) luka tusuk, 2 buah luka iris pada bagian dada kanan 
dan pergelangan tangan kiri, 4 buah luka memar pada bagian kepala samping 
kanan dan kiri serta telinga kiri ;  
 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban Nur Halimah 
meninggal dunia (sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara 
bertanggal 18 Oktober 2013 No.003-Mt/VER/X/2013/Rumkit);  
Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dengan menusuk pisau pada 
bagian perut, dada, leher, bokong, paha, secara berkali-kali, dapat diartikan Terdakwa 
mengetahui akan mengakibatkan kematian pada Korban, karena itu unsur dengan 
sengaja pada delik ini telah terpenuhi;  
Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa 
dengan sengaja tersebut dilakukan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu :  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamka, Zulfikar, dan Wahyuni, 
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:  
 Bahwa pada malam kejadian sekira jam 01.45 Rabu 9 Oktober 2013 Terdakwa 
masuk ke kamar tidur korban Nur Halimah bermaksud akan tidur bersama korban, 
untuk menghindari paksaan dari Terdakwa maka korban pura-pura mau beli 
detergen untuk dipakai mencuci besok hari, korban keluar kamar tidur pergi ke 
Indomaret berjarak kurang lebih 10 meter sebelah kiri Ruko tempat Terdakwa dan 





dialaminya kepada saksi Hamka dan Zulfikar bahwa Terdakwa secara kasar dan 
masuk ke kamar tidur korban di lantai II, korban merasa keselamatan jiwanya 
terancam dan meminta agar diijinkan menumpang sementara di dalam Indomaret;  
 Bahwa setelahmendengar cerita korban tersebut kemudian saksi Hamka dan 
Zulfikar selaku pegawai toko Indomaret memberikan ijin korban untuk tidur di 
Indomaret namun korban selalu gelisah mondar-mandir dalam toko kerena trauma 
akibat kelakuankorban ;  
 Bahwa tidak lama korban berada dalam toko Indomaret kemudian datang 
Terdakwa mengajak pulang tetapi korban menolak, dari jam 01.45 sampai 05.00 
subuh Terdakwa tiga kali datang mengajak korban pulang ke Ruko tetapi selalu 
ditolak oleh korban karena korban sudah merasa trauma terhadap kelakuan 
Terdakwa;  
 Bahwa waktu pagi hari jam 06.30 Witakorban Nur Halimah baru kembali ke Ruko 
dan langsung kerja laundry di kamar mandi lantai II, pada sekira jam 07.30 Wita 
Terdakwa melakukan aksinya menggunakan pisau langsung menusuk tubuh 
korban pada bagian perut, dada, leher, bokong, paha dengan jumlah 16 tusukan, 2 
irisan, pada tubuh korban Nur Halimah;  
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis perbuatan Terdakwa 
mulai dari jam 01.00 malam sampai pada melakukan tindakan menusuk pisau secara 
berkali-kali tubuh korban pada jam 07.30 pagi terlihat bahwa tindakan tersebut sudah 





2013, hal itu semata-mata dilakukan karena Terdakwa hanya berdua dalam satu ruko 
pada malam tersebut dengan kondisi dan keadaan tersebut timbul nafsu birahi dalam 
benak dan pikiran Terdakwa yang tidak terkendali ingin menyetubuhi Korban;  
Bahwa karena dalam pikiran Terdakwa dirasuki keinginan untuk menyetubuhi 
korban sehingga mengambil jalan pintas membunuh korban, pikiran Terdakwa 
tersebut terbaca oleh korban pada 01.30 malam sehingga korban pergi mengamankan 
diri di indomaret terletak disebelah kiri ruko tersebut (sebagaimana keterangan dari 
saksi Hamka dan Zulfikar karyawan Indomaret, keduanya menerangkan korban 
bercerita bahwa keselamatan jiwanya terancam oleh Terdakwa, dan keterangan saksi 
Yudit menerangkan pada jam 04.00 korban Nur Halimah sms saksi berbunyi 
keamanan jiwanya terancam, juga sms kepada saksi Wahyuni bahwa korban merasa 
tidak aman di ruko sehingga mengamankan diri ke Indomaret);  
Bahwa selain bukti tersebut diatas juga dapat dilihat pada waktu sekira jam 
07.30 pagi ketika korban Nur Halimah datang dan langsung bekerja di Laundry 
kamar mandi lantai II Terdakwa dari belakang langsung menghujani tusukan pisau 
pada tubuh Terdakwa, setelah korban Nur Halimah lemas Terdakwa membuka celana 
korban dan menyetubuhi, selesai menyetubuhi korban Terdakwa menutup pintu 
kamar mandi dan menguncinya dari luar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan 
ruko menuju ke Pare-pare;  
Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk pisau tubuh korban secara berkali-kali 





membunuh korban hal mana pembunuhan tersebut telah dipikirkan oleh Terdakwa 
sejak jam 01.45 malam;  
Bahwa dari rentang waktu 01.45 malam sampai Terdakwa mewujudkan 
niatnya membunuh korban dengan berkali-kali menusuk pisau pada tubuh korban 
pada sekira jam 07.30 pagi terdapat waktu yang cukup untuk berpikir mewujudkan 
niatnya tersebut;  
Bahwa memang motivasi Terdakwa membunuh korban karena ingin 
menyetubuhi korban namun untuk mewujudkan keinginan tersebut Terdakwa secara 
sadar dalam waktu yang cukup merencanakan membunuh korban seperti yang 
diuraiakan diatas, dari rentang waktu tersebut juga Terdakwa dapat berpikir seperti 
yang diuraikan diatas, dari rentang waktu tersebut juga Terdakwa dapat berpikir 
untuk membatalkan niatnya untuk membunuhkorban namun ternyata Terdakwa 
memilih untuk membunuh Korban; 
Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan 
lebih dahulu” telah terpenuhi;  
3) Unsur menghilangkan jiwa orang lain, yaitu timbul akibat dari adanya 
perbuatan pelaku akibat tersebut berupa meninggalnya orang disebabkan 
suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;  
Bahwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 
tanggal 18 Oktober 2014 No.003 MT/VER/X/2013, hasil pemeriksaan terhadap 





1. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik berupa beberapa luka intravital (luka-luka 
dalam keadaan korban masih hidup) yaitu: 
a. 4 buah luka memar pada samping kepala kanan, dahi kiri, pipi kanan, dan 
telinga kiri akibat kekerasan tumpul. 
b. 1 buah luka lecet pada pipi kiri akibat gesekan tumpul. 
c. 2 buah luka iris pada dada kanan dan pergelangan tangan kiri akibat irisan 
benda tajam. 
d. 16 buah luka tusuk pada leher, dada kiri, perut bagian pusat, perut bagian 
tengah, perut kiri, punggung atas kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong 
kiri, paha kanan, paha kiri. 
2. Ditemukan tanda-tanda persetubuhan pada waktu saat korban masih hidup yaitu 
adanya luka lecet pada permukaan selaput darah dan luka lecet pada liang 
senggama. 
3. Ditemukan pada foto rontgen adanya gambaran udara pada rongga dada kanan 
akibat luka tusuk pada daerah punggung kanan dan gambaran pendarahan pada 
rongga perut akibat luka tusuk pada daerah perut. 
4. Ditemukan tanda-tanda anemis berat (kekurangan darah akibat pendarahan pada 
korban) yaitu mukosa bibir dalam pucat, kuku jari tangan kaki pucat serta kelopak 
mata dalam sangat pucat. 
5. Secara umum dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan fakta-fakta pada korban 
yaitu tampak telah terjadi kekerasan fisik dengan benda tajam yang menyebabkan 





6. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada daerah leher kiri yang 
mengakibatkan putusnya pembuluh darah (srteri dan vena didaerah leher kiri) 
sehingga terjadi pendarahan yang fatal dan beresiko kematian secara cepat. 
Bahwa Visum et Repertum tersebut jika dihubungkan dengan keterangan 
saksi Ir. Mansyur, Yudith Dwi Wiken, pada rabu tanggal 09 Oktober 2013 sore 
melihat korban Nur Halimah dengan banyak luka tusukan dan bersimbah darah serta 
sudah meninggal dunia tergeletak dalam kamar mandi lantai II ruko laundry milik 
saksi tersebut, begitu juga saksi Dumbang, Sakkari (masing-masing orang tua dan 
kakak Korban) keduanya melihat mayat korban dengan banyak luka;  
Bahwa keterangan Hamka dan saksi Zulfikar keduanya karyawan Indomaret 
dekat Ruko tempat Korban bekerja menerangkan pada malam sebelum kejadian 
datang korban minta ijin numpang mengamankan diri dengan alasan keselamatan 
jiwa korban terancam karena diganggu oleh Terdakwa, demikian pula keterangan 
saksi Wahyuni menerangkan bahwa pada malam sebelum kejadian pembunuhan saksi 
sms dengan korban dari jam 01.00 malam sampai jam 05.00 subuh korban 
menyampaikan sedang terancam jiwanya karena diganggu oleh Terdakwa.  
Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta kematian korban Nur 
Halimah adalah akibat perbuatan Terdakwa, hal mana Terdakwa juga mengakui dan 
membenarkan perbuatannya seperti yang diuraikan dalam Visum et Repertum diatas;  






Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP 
telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan 
sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana 
didakwakan pada dakwaan kesatu primair ; 
Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua Pasal, 285 KUHP 
unsur-unsurnya sebagai berikut  
1. Barang siapa.  
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan.  
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan.  
Ad.1). Unsur “barang siapa”  
Unsur barang siapa sudah diuraikan pada pertimbangan dakwaan kesatu 
primair diatas karena secara mutatis mutandis pertimbangan pada dakwaan kesatu 
primair menjadi pertimbangan pada dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur ini 
telah terpenuhi;  
Ad.2). Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.  
Bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan sesuai ketentuan Pasal 89 KUHP 
adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud 
tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali sehingga 
tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.  
Bahwa sesuai visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Makassar 





jenasah korban Nur Halimah yaitu: Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa 
beberapa luka intravital (luka-luka dalam keadaan korban masih hidup) yaitu:  
a. 4 buah luka memar pada samping kepala kanan, dahi kiri, pipi kanan, dan telinga 
kiri akibat kekerasan tumpul.  
b. 1 buah luka lecet pada pipi kiri akibat gesekan tumpul.  
c. 2 buah luka iris pada dada kanan dan pergelangan tangan kiri akibat irisan benda 
tajam.  
d. 16 buah luka tusuk pada leher, dada kiri, perut bagian pusat, perut bagian tengah, 
perut kiri, punggung atas kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, paha 
kanan, paha kiri.  
Bahwa dari bukti-bukti perbuatan tersebut cukup jelas terlihat bahwa Terdakwa 
melakukan kekerasan fisik terhadap korban Nur Halimah.  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan telah terpenuhi;  
Ad.3). Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan.  
Bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena kehendak 
menyetubuhi korban;  
Bahwa selanjutnya dalam Visum et Repertum diterangkan “ditemukan tanda-
tanda persetubuhan pada waktu saat korban masih hidup yaitu adanya luka lecet pada 
permukaan selaput darah dan luka lecet pada liang senggama” demikina pula 
keterangan saksi Yudit melihat ada sperma di pinggir kemaluan dan paha korban Nur 





Bahwa Terdakwa juga mengakui dan membenarkan telah menyetubuhi korban 
sampai Terdakwa mengeluarkan sperna;  
Bahwa keterangan saksi Dumbang (orang tua Korban) dan saksi Sakkari 
(kakak kandung korban) keduanya menerangkan korban masih gadis belum pernah 
menikah;  
Bahwa sesuai bukti-bukti tersebut maka unsur: memaksa seorang wanita 
bersetubuh diluar pernikahan, telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP 
telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan, 
sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.  
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Surat tuntutan ini berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa 
lain disebut dengan Rekuisitor adalah surat yang memuatpembuktian Surat Dakwaan 
berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan kesimpulan penuntut 
umum tentang kesalahan Terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya 
Surat Tuntutan tidak mudah disanggah oleh Terdakwa/ penasehat hukumnya, maka 
Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar.  
Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan No. 
78/PID.B/2014/PN.MKS. dapat dilihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
Nomor Register Perkara: PDM-14/MKS/EP/01//2014, yang pada pokoknya berbunyi 





Menuntut supaya Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:  
1. Menyatakan Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H.Hamzah telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan 
kesatu primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana “Pemerkosaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua.  
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah 
seumur hidup;  
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
3.1. Satu bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 25 cm;  
3.2. Satu lembar baju;  
3.3. Satu lembar celana panjang;  
3.4. Satu lembar celana dalam;  
3.5. Satu lembar BH;  
Dirampas untuk dimusnahkan  
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima 
ribu rupiah)  
5. Amar Putusan  
Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan ahir. 
dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang 





Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan 
saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan 
pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili:  
1. Menyatakan: Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin H.HAMZAH telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain 
serta pemerkosaan”.  
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin. 
H.HAMZAH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana “Seumur Hidup”;  
3. Memerintahan Terdakwa tetap ditahan; 
4. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa : 
 1 (Satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 25cm  
 1 (Satu) lembar baju  
 1 (Satu) lembar celana panjang  
 1 (Satu) lembar celana dalam  
 1 (Satu) lembar BH  
Dirampas untuk dimusnahkan. 
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 







6. Analisa Penulis  
Dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk 
dakwaan kumulatif yaitu:  
Kesatu  
Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana.  
Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana.  
Lebih Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 
Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
Kedua  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana.  
Berdasarkan dakwaan kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim akan 
membuktikan dakwaan yang masing-masing dari dakwaan tersebut 
Berdiri sendiri, maksudanya adalah apabila terdakwa tidak terbukti melakukan 
salah satu tindak pidana sesuai yang didakwaan kepadanya maka Terdakwa harus 
dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut. Sebaliknya, apabila terbukti 
maka Terdakwa akan didakwakan dengan semua dakwaan yang ditujukan penuntut 
umum kepadanya.  
Selain itu pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum menggunakan dakwaan 





persidangan Terdakwa terbukti melakukan salah satu dari tindak pidana sesuai yang 
didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, atau Kesatu Lebih 
Subsidair, maka dakwaan lain tidak akan dipertimbangkan lagi. Berdasarkan fakta-
fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis 
Hakim bahwa dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan 
lebih subsidair selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan harus dibebaskan 
dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut.  
Menurut penulis, keputusan hakim dalam penerapan hukum materil didalam 
kasus ini sudah sangat tepat, melihat dari fakta-fakta di dalam persidangan dan 
pengakuan dari terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan 
Kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP serta Pasal 285 KUHP dengan metode 
penjatuhan sanksi Concursus Realis sesuai dengan aturan Pasal 67 KUHP yaitu jika 
orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak 
boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan 
pengumuman putusan hakim. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan 
dakwaan kesatu primair yaitu pasal 340 KUHP. 
Apabila dikaitkan dengan kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-
unsur pidana yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman seumur 
hidup sesuai dengan Pasal 340 KUHP adalah sebagi berkut:  
1. Unsur dalam Pasal 340 KUHP, antara lain  
a. Unsur barang siapa;  





c. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;  
Pengertian dari barang siapa dalam hal ini menunjukkan subjek hukum dari 
dakwaan yang ditujukan. Subjek hukum ini yaitu setiap orang yang mempunyai hak 
dan kewajiban kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum, dalam perkara ini 
yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa. Terdakwa dalam hal ini adalah 
Asrul Eka Saputra Bin H.Hamzah yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa itu 
sendiri.  
Pengertian sengaja menurut Memorie van Toelicting (risalah penjelasan 
Undang-undang), sengaja (dolus) berarti menghendaki mengetahui, pembuat harus 
mengkhendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dilakukannya. 
Melihat kasus diatas dapat diketahui bahwa pembunuhan dilakukan secara sengaja 
dapat dilihat dari Rangkaian perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengambil pisau 
dan menusuk pisau tersebut pada korban dibagian vital secara berkali-kali sehingga 
menyebabkan korban meninggal.dapat diartikan bahwa Terdakwa sadar dan 
mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian kepada Korban.  
Sedangkan, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu terjadi 
karena adanya tenggang waktu antara kehendak (niat) dengan pelaksanaan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain.Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi 
peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam 
melaksanakan tindak pidanaApabila antara timbulnya maksud untuk membunuh 
dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkannya dengan tenang 





kejahatan tersebut digolongkan pada pembunuhan dengan direncanakan. Jika dilihat 
dalam posisi kasus dan keterangan dari saksi bahwa perilakuTerdakwa yang berkali-
kali datang memanggil Korban di Indomaret untuk pulang ke ruko laundry mulai dari 
pukul 01.00 hingga 06.30 WITA serta adanya keterangan dari Korban bahwa merasa 
terancam dengan perilaku Terdakwa menunjukkan adanya indikasi terencana terlebih 
dahulu karena tujuan dari Terdakwa yang sudah ingin dilaksanakan sejak pukul 01.00 
WITA namun tertunda karena kesadaran dari Korban terhadap perilaku Terdakwa.  
Pengertian dari unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang 
tidak dikhendaki undang-undang yang karena perbuatannya itu mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi 
yang menemukan jasad Korban dan hasil Visum et Repertum dari Rumh Sakit 
Bhayangkara diperoleh fakta bahwa kematian Korban dalah hasil dari perbuatan 
Terdakwa, dimana Terdakwa juga mengakui dan membenarkan perbuatannya 
tersebut.  
2. Unsur Pasal 285 KUHP.  
Gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai tindakan-tindakan 
yang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan tersebut harus dibuktikan 
di dalam persidangan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, 
adalah;  
a. Barang siapa  
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.  





Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa benar 
Terdakwa telah melakukan perbuatan dan mencocoki unsur delik dalam Pasal 285 
KUHP, dimana Terdakwa sebagai unsur objek melakukan persetubuhan dengan 
Korban yang bukan dalam tali pernikahannya dan dilakukan dengan kekerasan.  
Menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan 
yang berdiri sendiri-sendiri dan keduanya terbukti didalam persidangan dilakukan 
oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan dari Concursus 
Realis sesuai yang diatur dalam Pasal 65 KUHP dimana apabila terbukti maka akan 
dijatuhi sanksi dengan sistem penjatuhan sanksi absorpsi yang diperberat, dimana 
sistem penjatuhan sanksi concursus dalam kasus ini hanya dijatuhkan satu sanksi 
pidana sajayaituhukumanterberatpenjaraseumurhidup.  
Sanksi yang diberikan apabila dalam tataran kuantitatif maka maksimum 
pidana yang dijatuhkan adalah 15 tahun + 1/3 dari 15 tahun, melihat kedua kejahatan 
yang dilakukan Terdakwa adalah sejenis. Sehingga penjatuhan sanksi yang diberikan 
adalah pidana penjara seumur hidup maka sesuai dengan Pasal 67 KUHP 
penghitungan sanksi secara kuantitatif secara otomatis tidak berlaku lagi, karena 
Terdakwa oleh Hakim dijatuhkan sanksi yang paling berat diantara kedua tindak 







B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang disertai 
Pemerkosaan. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim  
Apabila proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus 
mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan saksi kepada Terdakwa. Untuk 
itu hakim dituntut untuk melakukan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran 
peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai 
keyakinannya dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan 
mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa 
yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya 
memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap 
perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya 
suatu putusan.  
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa 
Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan 
Terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-
hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan 
dan menjatuhkan sanksi berupa: 
1. Menyatakan: Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin H.HAMZAH telah terbukti 





dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta 
pemerkosaan”.  
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin. 
H.HAMZAH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana “Seumur Hidup”;  
3. Memerintahan Terdakwa tetap ditahan;  
4. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa : 
 1 (Satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 25cm  
 1 (Satu) lembar baju  
 1 (Satu) lembar celana panjang  
 1 (Satu) lembar celana dalam  
 1 (Satu) lembar BH 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
Dalam aspek normative, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap Perkara tersebut adalah:  
Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan 
sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua, hal 
mana sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun 






Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan tuntutan pidana 
Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana seumur hidup, hemat 
Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek normative 
(norma hukum pidana yang dilanggar Terdakwa) yaitu perbuatan Terdakwa 
melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana : pidana mati atau 
pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, begitupula dari aspek 
sosiologis akibat perbuatan Terdakwa sehingga menimbulkan reaksi kemarahan luar 
biasa dari masyarakat utamanya dari elemen kampus Universitas Negeri Makassar, 
Mahasiswa melakukan demonstrasipada setiap digelar persidangan di Pengadilan 
Negeri Makassar, korban Nur Halimah adalah seorang Mahasiswi program S2 
Universitas Negeri Makassar yang sedang berjuang menempuh pendidikan formal 
dengan mencari biaya kuliah dan biaya hidup di Kota Makassar dengan bekerja 
menjadi tukang cuci di Ruko Jl. Emmy Saelan III Makassar, korban Nur Halimah 
tidak membebani orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani. Dalam 
kesehariannya, pekerjaan halal yang dikerjakan oleh korban justru dinodai dan tidak 
dilindungi oleh Terdakwa karena pada saat korban bekerja seorang diri di laundry, 
Terdakwa melakukan perbuatan keji membunuh dan memperkosa korban, karena itu 
tuntutan pidana seumur hidup dinilai patut dan adil;  
Bahwa Majelis Hakim juga tetap memperhatikan pembelaan Penasihat 
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman 





prikemanusiaan maka hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana diktum putusan 
dibawah ini dipandang sudah adil; 
Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;  
Hal-hal yang memberatkan:  
 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain. 
 Perbuatan Terdakwa tidak berprikemanusiaan 
 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.  
Hal-hal yang meringankan:  
 Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman kepada 
keluarga korban.  
2. Analisa Penulis  
Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim 
pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya 
Terdakwa. Hal ini didasarkan adanya keterkaitan antara keterangan para saksi, 
Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saat pemeriksaan 
dalam persidangan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassarmenyatakan 
dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas 





Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menetukan 
putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan 
memproses data-data yang diperoleh selama persidangan dalam hal ini mencakupi 
bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
maupun sisi psikologis Terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada 
Terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijksanaan dan 
profesionalisme.  
Selain daripada aspek normative tersebut diatas, dari hasil wawancara dengan 
Hakim Ketua, Suparman Nyompa, S.H., MH yang memutus perkara tersebut, beliau 
membenarkan mengenai isi dari putusan tersebut. Menurutnya penjatuhan sanksi 
pidana mengenai pembunuhan berencana sebagai dakwaan Kesatu Primair sudah 
tepat karena perbuatan tersebut dari keterangan saksi dan Terdakwa dapat ditemukan 
indikasi rencana terlebih dahulu karena adanya tenggang waktu yang cukup lama 
antara niat dan perbuatan tersebut dilakukan.  
Penjatuhan sanksi seumur hidup diberikan setelah menimbang aspek 
sosiologis dimana Hakim seharusnya menjatuhkan sanksi pidana mati kepada 
Terdakwa karena Hakim Ketua menilaiperbuatan Terdakwa merupakan perbuatan 
sadistic dan tidak berprikemanusiaan terhadap korban yang mempunyai niat baik 
untuk mencari nafkah halal dalam membiayai pendidikan dan kehidupannya. Namun 
melihat usia Terdakwa yang relative masih muda, bersikap kooperatif dalam 





maka dalam hal ini Hakim Ketua menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup dan 
mengurungkan niat untuk menjatuhkan sanksi pidana mati kepada Terdakwa.  
Penulis dalam hal ini juga sependapat dengan putusan yang ditetapkan oleh 
Hakim, melihat bukti dari Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kota 
Makassar No.003 MT/VER/X/2013 bahwa jumlah tusukan dan kekerasan benda 
tumpul yang begitu banyak pada daerah vital dan berdampak cepat terhadap kematian 
sehingga pembunuhan berencana ini terlihat sangat sadis dan tidak 
berperikemanusiaan.  
Jika ditinjau dari niat pelaku, dalam posisi kasus ada rentang waktu yang 
cukup lama antara pukul 01.00 WITA hingga pukul 06.30 yang seharusnya 
digunakan pelaku untuk mempertimbangkan efek yang akan timbul jika melancarkan 
niatnya tersebut. Akan tetapi waktu tersebut justru digunakan untuk terus memanggil 
Korban untuk kembali ke Ruko, artinya niat dari pelaku ini sudah terencana sejak 
awal namun terkendala dan baru bisa dilaksanakan di pagi hari sekitar pukul 07.30 
WITA. 
Ditambah sebelum melakukan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut, ada 
indikasi melarikan diri dari pelaku karena pelaku terlebih dahulu meminjam uang 
kepada saksi Yudith yang dari keterangan saksi akan digunakan untuk pulang 
kembali ke Pare-pare.  
Maka dari itu penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup yang diberikan 
oleh Hakim kepada Terdakwa sudah tepat menurut penulis karena apabila dianalisis 





tergolong sadistic karena menusuk korban hingga berkali-kali, kemudian masih 
dalam keadaan hidup Terdakwa memperkosa korban yang dalam keadaan kesakitan 
dan tidak berdaya, dan membunuhnya sebelum mengunci kamar mandi ruko dan 






Dari rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang 
disertai dengan pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 
78/PID.B/2014/PN.MKS adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum Menggunakan  4 
(Empat) dakwaan, yaitu: Dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP Subsidair 
Pasal 338 KUHP, lebih Subsidair 351 Ayat 3 KUHP. Dakwaan kedua Pasal 285 
KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
tersebut, yang terbukti secara sah dan menyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. 
Pasal 285 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal terpenuhi dan 
telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, alat bukti, dan 
keterangan Terdakwa yang di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat 
gangguan mental dan tidak ada alasan pemaaf sehingga Terdakwa dianggap 
mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.  
  Penjatuhan sanksi dengan menerapkan metode concursus realis sesuai dengan 
pasal 67 KUHP mengenai pidana penjara seumur hidup juga telah sesuai.  
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam putusan 
No. 78/PID.B/2014/PN.MKS menurut penulis sudah sesuai, yakni dengan 
terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yaitu, dakwaan Kesatu Primair Pasal 
340 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP. serta keterangan saksi yang 
saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana seumur hidup juga dinilai telah tepat 





1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain 
2. Perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan 
3. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan  
Hal yang meringankan yaitu : 
1. Keluarga terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman kepada 
keluarga korban. 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan Penulisan 
Skripsi ini adalah: 
1. Diharapkan kepada segenap aparat hukum agar lebih jeli melihat duduk perkara 
yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai 
pemerkosaan, sebab unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana 
yang disertai pemerkosaan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih 
berat bagi pelaku kejahatan. Sehingga diharapkan setiap pelaku kejahatan 
sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para 
pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.  
2. Selain pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku, untuk menghindari 
terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan, 
diperlukan adanya suatu sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat dari 
tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan melalui berbagai 
penyuluhan-penyuluhan seperti penyuluhan Agama dan penyuluhan Hukum.  
3. Penulis berharap setiap lapisan masyarakat, bisa sadar akan keberadaan hukum 
serta selalu menjadikan norma-norma Agama dan Hukum sebagai landasan dalam 
bersikap, sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat, dan berupaya 
menempatkan diri sebagai pengawas bagi para pelaku tindak pidana, baik yang 
telah di pidana atau bermaksud melakukan tindak pidana, agar tidak mengulangi 
perbuatannya supaya tercipta suatu tujuan hukum, yang berbunyi bahwa tujuan 
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